5.1

BAB V
KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan oleh peneliti dalam penelitian ini,

terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain:

1. Berdasarkan penjelasan dari penulisan hukum ini menyatakan bahwa untuk

menjawab rumusan masalah pertama, diketahui bahwa pemerintah
Indonesia bertanggungjawab untuk melakukan pemulangan WNI Eks-ISIS
berstatus anak, hal tersebut didukung dengan adanya peraturan nasional yang
mengatur mengenaiperlindungan anak, termaktub pada Pasal 15 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang
menyatakan bahwa seorang anak tidak diperbolehkan untuk ikut dalam
konflik bersenjata dan/atau tidak diperbolehkannya anak mengikuti kegiatan
yang terdapat unsur kekerasan. Dalam hal ini, peneliti melakukan penafsiran
mengenai tindak kekerasan yang dimaksud adalah tindakan diskriminisasi
yang dilakukan oleh anggota ISIS lainnya yang berada di kamp Suriah,
dan/atau Irak selain mendapatkan tindak diskriminisasi terdapat juga fakta
yang menyatakan anak-anak yang berada di kekuasaan ISIS tidak
mendapatkan kebutuhan hidup yang optimal, kebutuhan hidup yang
dimaksud adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hal tersebut dapat
dilihat dari hasil wawancara pihak dari Human Rights Watch yang
menyatakan banyaknya korban yang kekurangan makan dan minum, serta
terdapat juga anak- anak yang meninggal selama di kamp.Suriah karena
terjadinya kekerasan maupunkarena kelaparan.

Dari fakta yang terjadi di kamp Suriah, maka diperlukannya turut
andil pemerintahIndonesia berdasarkan aturan nasional, untuk mendukung
pertanggungjawaban Indonesia terhadap WNI Eks-1SIS berstatus anak
terdapat peraturan Internasionalyang mengatur tentang perlindungan anak,
yaitu Convention Of The Rights Of The Child (CRC). Menurut Eddyono,
terdapat beberapa prinsip yang diatur dalam CRC, khususnya yang

bersinggungan dengan permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti
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adalah Prinsip Non-Diskriminasi, Prinsip best interest of the Child, Prinsip
the rights to life, survival and development. Dari beberapa prinsip tersebut,
bersinggungan dengan fakta hukum yang terjadi pada WNI Eks-ISIS
berstatus anak, sehingga dapat disimpulkan anak-anak yang di kamp Suriah
kehilangan HAM nya, karena telah melanggar apa yang telah terdapat pada
peraturan internasional. Dari penjelasan tersebut, dapat dinyatakan semakin
kuat pertanggungjawaban dari pemerintah Indonesia, untuk berusaha
memulangkan WNI Eks-ISIS berstatus anak.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia juga mempertanyakan
kewarganegaraan dari WNI Eks-ISIS berstatus Anak, tetapi hal tersebut
dapat dijawab dengan Pasal 25 Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan
yang menyatakan bahwa seorang anak yang berstatus WNI tidak mempunyai
hak untuk mencabut kewarganegaraanya sebelum 18 tahun. Hal ini juga
diperkuat dengan yang tertulis pada Universal Declaration of Human
Rights, dalam deklarasiinternasional tersebut menyatakan setiap manusia
wajib mempunyai kewarganegaraan. Menurut hemat peneliti dan dibantu
dengan beberapa sumber, dapat dinyatakan bahwa WNI Eks-ISIS berstatus
anak adalah benar mempunyai kewarganegaran Indonesia dan pemerintah
Indonesia mempunyaipertanggungjawaban untuk melakukan pemulangan
WNI Eks-ISIS berstatus anak.

. Berdasarkan penjelasan peneliti yang menyatakan bahwa Indonesia
bertanggung jawab untuk pemulangan WNI Eks-ISIS, mempunyai suatu
pengecualian. Dalam hal ini, pengecualian yang dimaksud adalah
pemulangan WNI Eks-1SIS memang perlu diusahakan, tetapi dibutuhkan
proses klasifikasi pemulangan WNI Eks-ISIS berstatus anak untuk
mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian terhadap pemerintah
Indonesia ataupun ruang lingkup masyarakat, dalam hal ini hal yang paling
ditakutkan menyebarkan paham radikalisme atau masih mempunyai paham
radikalisme. Dalam hal ini, peneliti di dukung dengan pemikiran dari
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus
Bagi Anak, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1
Tahun 2021 Tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi
Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme

dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan
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Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntun
Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan. Dari ketiga peraturan tersebut
menyatakan bahwa untuk melakukan klasifikasi WNI Eks-ISIS yang dapat
dipulangkan ke Indonesia apabila sudah melalui proses monitoring dan
tahap evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksana
Deradikalisasi yang dimana tahapan tersebut dibutuhkan untuk mengetahui
siapa saja yang WNI Eks-ISIS berstatus anak yang dapat dipulangkan ke
Indonesia. Apabila seorang anak dapat dipulangkan ke Indonesia, perlu
mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tahap rehabilitasi, reedukasi dan
reintegrasi sosial. Ketiga tahap tersebut, bertujuan untuk mengenalkan anak
dengan ideologi Pancasila dan diharapkan meninggalkan paham
radikalisme, pendekatan secara keagamaan untuk mengajar seorang anak
paham akan toleransi antara umat beragama dan meningkatkan kemampuan
sosialisasi anak tersebut agar dapat bersosialisasi pada masyarakat umum
dan dapat diterima pada masyarakat umum.

Selain itu, dalam melakukan proses tahapan identifikasi diperlukannya
pengawasan dan evaluasi yang oleh BNPT. Pada Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
menjelaskan secara jelas penanggulangan seorang anak yang berhubungan
dengan Jaringan Terorisme. Tetapi, perlu diingat kembali bahwa
pemulangan WNI Eks-ISIS mempunyai resiko cukup tinggi, karena dapat
membahayakan keamanan negara dan ideologi negara. Karena hal tersebut
dapat merugikan banyak pihak, maka dari itu diperlukannya edukasi tentang
ideologi negara, pendidikan dan nilai nasionalisme yang dibentuk pada WNI
Eks-1SIS berstaus anak, apabila ingin dipulangkan ke Indonesia. Dalam hal
ini, peran BNPT, Menteri kegamaan dan aparatur penegak hukum sangat
penting, agar tujuan dari peraturan yang telah dijabarkan oleh peneliti dapat
berjalan dengan baik. Selain itu, peran masyarakat turut andil dalam hal ini
dengan menyebarkan pemahaman ideologi Pancasila, memperkenalkan rasa

nasionalisme kepada calon penerus bangsa.
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5.2

Klasifikasi terhadap WNI Eks-1SIS berstatus anak juga dilakukan
untuk mengurangi kemungkinan resiko ancaman kepada keamanan negara,
seperti yang telah dijelaskan pada alinea sebelumnya yang menjelaskan
mengenai ketakutan untuk melakukan pemulangan WNI Eks-1SIS karena
penyebaran radikalisme yang pengertiannya telah diatur pada Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pidana Terorisme, yang menyatakan
ketakutan terbesarnya adalah dapat merusak ideologi negara, khususnya
dalam hal ini adalah Indonesia. Selain itu, terdapat penjelasan dari OHCHR
yang telah dijelaskan oleh peneliti pada BAB 111 dari penulisan hukum ini,
mengenai resiko dalam pemulangan Eks-ISIS. Maka dari itu, sangat
diperlukannya proses klasifikasi yang dilakukan oleh pihak BNPT untuk
pemulangan WNI Eks-ISIS berstatus anak, untuk mengurangi resiko

kerugian yang dialami oleh pemerintah Indonesia.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari penulisan hukum

ini, terdapat beberapa saran yang dianjurkan oleh peneliti untuk pemulangan WNI

Eks-ISIS berstatus anak, antara lain:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menyatakan bahwa

pemerintah Indonesia bertanggungjawab terhadap WNI Eks-1SIS berstatus
anak. Tetapi, dalam hal ini pemerintah Indonesia sampai sekarang belum
mempunyai keputusan untuk melakukan pemulangan atau tidak. Apabila
melihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
perlindungan anak di Indonesia sudah terdapat aturan yang mengatur seperti
halnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014Tentang Perlindungan Anak

dan terdapat peraturan yang mendasari pembentukan dari perlindungan
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anak seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, tetapi dalam hal ini peneliti melihat kekurangan pemerintah
Indonesia dalam implementasi dari aturan yang telah dibentuk. Sangat
disayangkan,apabila terdapat aturan yang sebenarnya telah mengatur, tetapi
pelaksanaan dari aturan tersebut tidak dilakukan pengimplementasian
dengan baik. Dari implementasikurang baik tersebut, membuat kerugian
kepada pihak lain yang seharusnya pihak tersebut mempunyai hak untuk
mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini
mengenai WNI Eks-ISIS.

. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penentuan
klasifikasi WNI Eks-I1SIS bersatus anak yang dapat dipulangkan ke
Indonesia, diperlukannya juga peran BNPT dalam melakukan penyaringan
lebih baik lagi yang disebut sebagai assessment atau bisa juga disebut
sebagai proses identifikasi. Proses tersebut juga perlu dilakukan secara
optimal, untuk mengurangi kemungkinan seorang anak yang dipulangkan
ke Indonesia mempunyai paham radikalisme. Selain itu, perlu juga diingat
dalam bagian Hipotesis dari penulisan hukum dari peneliti menyatakan
bahwa terdapat penyebaranradikalisme di Indonesia juga masih banyak
ditemui pada anak dibawah 18 (delapanbelas) tahun di Indonesia khususnya
anak SMP dan SMA. Dari hasil kajian tersebut menyatakan bahwa suatu
tindak kekerasanyang dilakukan untuk kepentingan isu agama disetujui oleh
responden tersebut (sebesar 48,9 persen sampai dengan 75,3 persen), selain
itu mereka juga menyatakan bahwa ideologi negara yang menganut
Pancasila sudah tidak sesuai lagi dengan fungsinya.

Dari hal yang telah dijelaskan pada alinea sebelumnya, peneliti
menyarankan untuk dikeluarkannya Keputusan Presiden terhadap
pemulangan WNI Eks-ISIS disertai dengan klasifikasi pemulangan WNI
Eks-1SIS beserta alasan pemulangannnya, selain itu pemerintah Indonesia
juga perlu menaruh fokus kepada anak-anak yang berada di Indonesia,
karena paham radikalisme di Indonesia juga cukup tinggi berdasarkan
presentasi pemahaman radikalisme anak-anak di Indonesia yang telah

dijabarkan oleh peneliti. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mempunyai
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kewajiban untuk melakukan perlindungan hak anak kewarganegaraan Indonesia
baik pada ruang lingkup diluar wilayah kekuasaan Indonesiaataupun didalam

wilayah kekuasaan Indonesia.
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